FATWA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG

SISTEM REKRUTMEN TENAGA PENYELENGGARA DAN PENGAWAS PEMILU

Menimbang :

Mengingat

a.

b.

1.

MENURUT SYARI’AT ISLAM DAN ADAT ACEH
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MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH,

bahwa penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang dilaksanakan
setiap lima tahun merupakan pesta demokrasi di Indonesia.

bahwa kualitas pemilu dan pemilihan yang berkualitas akan
melahirkan anggota legislatif dan eksekutif yang berkualitas dan
berintegritas.

bahwa pemilu dan pemilihan yang berkualitas sangat ditentukan
oleh proses rekrutmen tenaga penyelenggara dan pengawas yang
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan

yang langsung, jujur, bebas dan rahasia harus mengacu kepada
konstitusi dan regulasi yang berlaku.

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, Majelis Permusyawaratan
Ulama Aceh perlu menetapkan Fatwa tentang Sistem Rekrutmen
Tenaga Penyelenggara dan Pengawas Pemilu dan pemilihan
Menurut Syari’at Islam dan Adat Aceh;

Al-Quran:
a. Surat An-Nisa’, ayat 58:
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Artinya:

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada
yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan
hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya
dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi
pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar,
Maha Melihat.

b. Surat...



b. Surat Al-Maidah, ayat 8:

i3 VT e o35 BT 2K E Vi lendll 006k & G 1581 5 T b

Oshadf g s A O 1,805 s3i ST 54 s
Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai
penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan
adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum
mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah.
Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah
kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang
kamu kerjakan.

C. Surat An-Nisa’, ayat 59:
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Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah
Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di
antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang
sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan
Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari
kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih
baik akibatnya.

d. Surat. Al Anfal (8) ayat 27:
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Artinya:
Wahai orang-orang yang Dberiman! Janganlah kamu
mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu
mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang
kamu mengetahui.

e. Surat Al Qasas ayat 26:
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Artinya:
Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai
ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita),
sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil

sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat
dipercaya

2. Al-Hadits:...



2. Al-Hadits:
a. Hadits riwayat al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, nomor 6131, juz
5, hal. 2382:
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Artinya:

Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Sinan]| telah
menceritakan kepada kami [Fulaih bin Sulaiman] telah
menceritakan kepada kami [Hilal bin Ali] dari ['Atho' bin yasar]
dari [Abu Hurairah| radhiyallahu ‘anhu mengatakan;
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika amanat
telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi." Ada
seorang sahabat bertanya; 'bagaimana maksud amanat disia-
siakan? ' Nabi menjawab; "Jika urusan diserahkan bukan
kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu."

b. Hadits Riwayat al-Bukhari, Shahih al-Bukhari nomor 7146,
Juz. 9, hal. 63
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Artinya :
Telah menceritakan kepada kami [Hajjaj bin Minhal] telah
menceritakan kepada kami [Jarir bin Hazim| dari [Al Hasan]
dari [Abdurrahman bin Samurah] mengatakan, Nabi
shallallahu ‘'alaihi wasallam berkata kepadaku: "Wahai
Abdurrahman bin Samurah, janganlah kamu meminta
jabatan, sebab jika kamu diberi jabatan dengan tanpa
meminta, maka kamu akan ditolong, dan jika kamu diberinya
karena meminta, maka kamu akan ditelantarkan, dan jika
kamu bersumpah, lantas kamu lihat ada sesuatu yang lebih
baik, maka bayarlah kafarat sumpahmu dan lakukanlah yang
lebih baik."

c. Hadits...



C.

Hadits Riwayat al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, nomor 2142, juz
2, hal 789:
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Artinya:
Telah  menceritakan kepada kami [Musaddad] telah
menceritakan kepada kami [Yahya] dari [Qurrah bin Khalid]
berkata, telah menceritakan kepada saya [Humaid bin Hilal]
telah menceritakan kepada kami [Abu Burdah] dari [Abu Musa
radliallahu 'anhu] berkata; Aku menghadap menemui Nabi
shallallahu 'alaihi wasallam bersama dua orang suku Al
Asyariyyin, aku bertanya: "Apa yang harus aku lakukan bila
keduanya mengharapkan pekerjaan?" Beliau bersabda: "Sekali-
kali jangan atau janganlah engkau mempekerjakan dalam
urusan kita ini orang yang berambisi menginginkannya".

. Hadits Riwayat ad-Dailami, Jami’u al-Ahadits, juz 10, hal. 203:

Artinya:
Tidaklah aku sekali-kali mempekerjakan seseorang sehingga
terlebih dahulu aku memberi syarat-syarat kepadanya

3. Pendapat Ulama

a.

b.

C.

Faidh al-Qadir, juz 5, hal. 150
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S. Peraturan Perundang-Undangan:
a. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 1945 (Preambule);

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah
Istimewa;

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006
tentang Pemerintahan Aceh;

d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum;

f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang
Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

g. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5
Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari’at Islam;

h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022
tentang Pembentukan  Tata Kerja Badan  Adhoc
Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil
Walikota;

i. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan
Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan
Walikota dan Wakil Walikota;

j- Qanun...



Memperhatikan :

1.
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Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun
2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam, Bidang Aqidah,
Ibadah dan Syiar Islam;

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 9 Tahun
2003 tentang Hubungan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan
Ulama Dengan Eksekutif, Legislatif dan Instansi Lainnya;

Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Ulama;

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat
Islam;

Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pemilihan
Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
Serta Walikota Dan Wakil Walikota,;

Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan
Susunan Perangkat Aceh;

Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2018 tentang Perubahan Qanun
nomor 6 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemilihan
Umum dan Pemilihan di Aceh;

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 134 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata
Kerja Sekretariat Majelis Permusyaratan Ulama Aceh;

Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.7/729/2022 tentang
Penetapan Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh
Masa Bakti 2022-2027;

Khutbah Iftitah yang disampaikan oleh Ketua Majelis
Permusyawaratan Ulama Aceh, Abi Tgk. H. Hasbi Albayuni;

Risalah yang disiapkan oleh Panitia Musyawarah - I MPU Aceh,
yang disarikan dari makalah-makalah:

a.

Abu Tgk. H. Faisal Ali (Ketua MPU Aceh) dengan judul “Sistem
Rekruitmen dan Distribusi Tenaga Penyelenggara dan
Pengawas Pemilu Menurut Islam”.

Tgk. Akmal Abzal (Komisioner KIP Aceh) dengan judul ‘Sistem
Rekruitmen dan Distribusi Tenaga Penyelenggara Pemilu
Menurut Hukum Positif”.

Dr. Teuku Muttaqin Mansur MH, (Dosen Hukum Adat pada
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala) dengan judul
‘Sistem Rekruitmen dan Distribusi Tenaga Penyelenggara dan
Pengawas Pemilu Menurut Adat Aceh.

Naidi Faisal (Koordinator Divisi SDM, Organisasi & Diklat
Panwaslih Provinsi Aceh) dengan judul Sistem Pembentukan
Pengawas Pemilu Menurut Hukum Positif.

Pendapat dan saran yang berkembang dalam Sidang Paripurna-I
Tahun 2023 Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh tanggal 22
sampai dengan 24 Rajab 1444 H bertepatan dengan tanggal 13
sampai dengan 15 Februari 2023 M.

dengan...



Menetapkan :
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA
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dengan
bertawakkal kepada Allah SWT dan Persetujuan
SIDANG PARIPURNA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH
MEMUTUSKAN :

: Pemilu dan pemilihan adalah sarana untuk memilih anggota

legislatif dan presiden/wakil presiden, gubernur/wakil
gubernur, bupati/wakil bupati dan walikota /wakil walikota.

: Penyelenggara Pemilu adalah Lembaga yang menyelenggarakan

Pemilu untuk memilih anggota legislatif dan presiden/wakil
presiden, gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan

walikota /wakil walikota.

: Semua yang terlibat dalam proses rekrutmen penyelenggara

dan pengawas pemilu/pemilihan di Aceh wajib mempedomani
dan mematuhi seluruh syarat dan ketentuan yang sudah di atur
dalam undang-undang dan peraturan perundang-undangan

lainnya.

: Proses rekrutmen penyelenggara dan = pengawas

pemilu/pemilihan di Aceh wajib memperhatikan prinsip-prinsip

syari’at Islam dan adat Aceh sebagai berikut:

1. Memiliki integritas akhlak karimah; amanah, adil dan

berwibawa.

2. Mempunyai kapasitas sesuai dengan kualifikasi yang
dibutuhkan.

3. Memiliki kepekaan dan responsif terhadap berbagai

permasalahan.

4. Memiliki keberanian dan ketegasan dalam menegakkan

kebenaran.

5. Terbebas dari konflik kepentingan dan intervensi.

: Praktik sogok menyogok dalam bentuk apapun pada proses

rekrutmen tenaga penyelenggara dan pengawas

pemilu/pemilihan adalah haram.

KEENAM...



KEENAM : Intervensi dan pendhaliman terhadap proses rekrutmen tenaga
penyelenggara dan pengawas pemilu/pemilihan sehingga
melahirkan petugas yang tidak berkompeten adalah haram.

Ditetapkan di : Banda Aceh

pada tanggal : 23 Rajab 1444 H
14 Februari 2023 M

PIMPINAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH
Ketua,

Tgk. H. Faisal Ali

Wakil Ketua Wakil Ketua Wakil Ketua

Tgk. H. Hasbi Albayuni Dr. Tgk. H. Muhibbuththabary, M.Ag Dr. Tgk. H. Muhammad Hatta, Lc. M.Ed

PPID Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama

Sekretariat MPU

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber
dan Sandi Negara (BSSN)




